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Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1    KAJIAN PUSTAKA

   2.1.1 Pemahaman  Pinjaman 

Pemahaman pinjaman, menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2005, sebagaimana dikemukakan oleh Alam S. adalah : 

“Pemahaman pinjaman yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

(2006 : 178)

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, dapat dijelaskan bahwa pinjaman dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk mobil, rumah, dan lain-lain. Di samping itu adanya kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur, bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ke dua belah pihak termsuk jangka waktu pengembalian dan ketentuan bunga yang haus ditanggung oleh peminjam (debitur), juga tindakan yang diambil apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati.
Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, pinjaman adalah :

“Pemahaman Pinjaman adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) maupun pinjaman nontunai (non-cash loan). Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya”.

(2008 : 113)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan lain kepada nasabahnya. Hal itulah yang membedakan antara bank konvensional (sistem bunga) dengan bank syariah (sistem bagi hasil). Dalam prinsip syariah, tidak dikenal istilah pinjaman. Penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan syariah disebut pembiayaan. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2005 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pinjaman dijelaskan sebagai berikut :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberian kredit biasanya menetapkan bunga dengan tingkat tertentu pada saat peminjam mengembalikan kreditnya. Hal inilah yang membedakan dengan sistem syariah. 

Dalam sistem syariah, istilah kredit atau pinjaman lebih dikenal dengan pembiayaan. Begitu pula untuk imbalan atau kompensasi dari peminjam kepada bank atau lembaga keuangan tidak dikenal istilah bunga. 
Imbalan yang ditetapkan pada pembiayaan  syariah adalah berupa bagi hasil yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan dengan nasabah. 
2.1.1 Pengertian Sistem Syariah
Di dalam http://id.wikipedia.org (diakses tanggal 29 Juli 2009) yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah : 

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah”. 

Dari prinsip syariah di atas, maka prinsip-prinsip yang dianut oleh perbankan syariah secara terperinci diuraikan dalam situs www.usc.edu/dept/ MSA/economics/nbank1.html (diakses tanggal 29 Juli 2009) adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 

4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Dalam hal penyaluran dana, pada bank konvensional dikenal istilah kredit sedangkan pada bank syariah, tidak dikenal istilah kredit. Penyaluran dana pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Dari kedua pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa istilah pembiayaan pada bank syariah berorientasi produktif, sedangkan istilah kredit pada bank konvensional tidak hanya berorientasi produktif, tetapi juga berorientasi konsumtif. 

2.1.2 Perbedaan Sistem Syariah (Bagi Hasil) dengan Sistem Bunga

Sistem syariah atau bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Untuk menjelaskan perbedaan keduanya Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menguaikan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Perbedaan Sistem Syariah dengan Sistem Bunga

	Sistem Bunga
	Sistem Bagi Hasil

	1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank

2. Besarnya persentase berdasar-kan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

3. Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik

4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertim-bangan proyek yanag dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
	Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntung-an yang diperoleh

Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkat-an jumlah pendapatan

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak


(2008 : 157)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bunga akan menguntungkan nasabah apabila kondisi ekonomi dalam keadaan baik dan proyek yang sedang dijalankan oleh nasabah mengalami keuntungan. Sedangkan sistem syariah menguntungkan bagi nasabah apabila kondisi ekonomi dalam keadaan kurang baik dan proyek yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang sedikit. 

Hal lain yang membedakan antara sistem bunga dengan sistem syariah (bagi hasil) adalah faktor keadilan bagi kedua belah pihak. Pada sistem bunga, apapun kondisi yang dialami nasabah (termasuk kerugian) maka pihak bank tidak akan bertanggungjawab atas kondisi itu. Sedangkan pada sistem syariah, apabila nasabah mengalami kerugian, maka pihak bank akan ikut menanggung kerugian, sebaliknya apabila nasabah mengalami keuntungan yang meningkat, maka pihak bank juga akan menikmati keuntungan yang meningkat pula.
Pengertian sistem syariah menurut Alam S. adalah : 

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai syariah”. 
(2004 : 178)
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan  bahwa: perjanjian menurut hukum islam tidak sesuai dengan bank atau pihak lain menyimpan dana dan membiayai kegiatan usaha sesuai dengan syariah.
2.1.3 Syarat-syarat Pinjaman

Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan syariah menetapkan beberapa standar sebagaimana kredit pada bank konvensional. Yaitu berpedoman kepada analisis 5 C dan 7 P, yaitu : 
1. Character (watak)

Faktor ini adalah menyangkut kemauan nasabah dalam melunasi kredit.

2. Capacity (kemampuan)

Dilakukan untuk menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini pihak debitur harus mampu mengelola usaha dengan baik, sebab apabila tidak maka dapat menyebabkan kredit macet.

3. Capital (modal)

Faktor ini merupakan kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri. Hal ini penting karena pada umumnya pihak bank hanya memberikan sebagian saja dari sejumlah modal yang dibutuhkan.
4. Collateral (jaminan)

Jaminan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan yang diberikan sekurang-kurangnya nilainya setara dengan jumlah kredit yang diajukan.
5. Condition of Economy/Prospect

Dalam hal ini pihak bank perlu meneliti tentang objek kredit. Apakah objek tersebut dapat menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ?

Sedangkan analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari, termasuk masa lalunya. Faktor ini menyangkut sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah dari golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit.
4. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah apakah menguntungkan atau tidak.
5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, yang diukur dari setiap periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.
7. Protection, bertujuan agar usaha dan jaminan akan mendapatkan perlindungan, berupa barang, orang atau asuransi.
Namun demikian, pada beberapa lembaga keuangan syariah analisis 5 C dan 7 P di atas dapat saja tidak dilakukan, sebab biasanya lembaga keuangan syariah menetapkan prosedur yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Sebagai contoh prosedur yang ditetapkan pada BPR Syariah Al Salam, sebagaimana dimuat di dalam www.pusatartikel.com, prosedur pencairan dana menetapkan prosedur yang sederhana yaitu : 

“Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan disertai foto kopi identitas diri, kartu foto kopi kartu tanda penduduk, foto kopi kartu keluarga, foto kopi jaminan yang diberikan.

Dalam permohonan pembiayaan juga harus disampaikan mengenai usahanya baik dari lokasi, riwayat usaha dan kondisi terakhirnya. Masalah keuangan, penjualan barang, pengambilan barang, foto kopi enam bulan terakhir tabungan atau giro, surat-surat bukti kepemilikan atas jaminan. Kalau motor BPKB-nya dan STNK, kalau tanah foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SPT terakhir.  

Syarat-syarat itu diajukan ke customer service atau account officer. Mereka membuat memorandum pembiayaan dan analisa ke komite kredit. Di komite kredit permohonan ini diputuskan untuk diterima atau ditolak. Kalau diterima diserahkan ke bagian legal untuk membuat legalitas atas pembiayaan itu.

Kalau permohonan diterima, nasabah dipanggil untuk mencairkan uang. Untuk pinjaman PNS atau pensiunan biasanya memakan proses satu hari cair, tetapi untuk nasabah umum paling lambat satu minggu cair”.

(Sunarno)
Tahap Pengajuan
Pengertian Pengajuan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:
Pengajuan adalah salah satu cara untuk mengetahui segala hal dalam melakukan suatu masalah. 
(2008 : 206)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pengajuan yaitu syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak-pihak pelaksana. Biasanya untuk melakukan tahap pengajuan pinjaman. Dikoperasi pengajuan itu sendiri dapat diartikan proses atau syarat yang akan dipenuhi dalam pengajuan pinjaman. 
Tahap Penilaian
Pengertian Penilaian menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:

Penilaian adalah evaluasi demi tercapainya keberhasilan yang telah ditargetkan dengan aturan yang telah ditetapkan.

(2008 : 206)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, penilaian evaluasi terhadap segala sesuatu demi tercapai suatu tujuan. Pada tahap ini, pihak koperasi biasa akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha. Adapun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi penilaian : aspek pasar, aspek produksi, aspek organisasi, dan aspek personalia, aspek yuridis dan aspek keuangan.
Tahap Pembiayaan
Pengertian Pembiayaan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:

Pembiayaan yaitu pendanaan yang harus dikeluarkan, dimana telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yang membiayai dan yang dibiayai. 

(2008 : 207)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pembiayaan harus sesuai kesepakatan bersama dalam melakukan pengeluaran. Pembiayaan di koperasi harus ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Apabila tidak ada kesepakatan lama kelamaan akan menimbulkan suatu masalah yang rumit.
Pengawasan dan Pembinaan
Pengertian Pengawasan dan Pembinaan  menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:

Pengawasan yaitu menggontrol kegiatan yang sifatnya menyeluruh demi kelancaran untuk mencapai suatu keberhasilan.

(2008 : 208)

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, menyatakn bahwa: 

Pembinaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan menyeluruh, mengarahkan dan sebagainya yang berhubungan dengan perusahaan. 

(2008 : 208)

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pengawasan dan pembinaan adalah suatu kegiatan menyeluruh demi kelancaran perusahaan. Keduanya mempunyai arti yang sama untuk menghasilkan pendapat atau keputusan dalam suatu masalah. Tahap ini, sering kali digunakan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan disebuah koperasi. Dengan pihak ini koperasi akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha.
Untuk jenis pembiayaan Al Musyarokah, pihak koperasi juga ikut mengelola usaha. Sedangkan untuk jenis akad yang lain, pihak koperasi tidak ikut mengelola usaha. 

2.1.4 Pengertian Kelancaran Pengembalian Pinjaman
Kelancaran menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menyatakan bahwa:
Kelancaran adalah kemacetan dalam suatu proses kejadian, kemudian akhirnya akan tercapai suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan.
(2008 : 215)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, kelancaran merupakan proses kemacetan yang akhirnya akan tercapai suatu keberhasilan dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dimana untuk melakukan kelancaran di koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama atau hasil dari musyawarah. Apabila tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan para anggotanya. 

Pengembalian menurut kamus Indonesia – Inggris, Jhon M. Echols dan Hassan shadily menyatakan bahwa:

Pengembalian yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi peminjam.
(2009 : 356)
Dari pengertian tersebut penulis memyatakan bahwa, pengembalian suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi peminjam atau seseorang yang telah melakukan transaksi simpan pinjam sesuai dengan aturan yang telah disepakati. 

Dari pengertian kedua diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pengembalian pinjaman adalah tidak ada kemacetan atau penunggakan dalam pengembalian pembayaran utang piutang. 
Untuk menentukan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menggambarkan penggolongan kualitas kredit atau pinjaman dari beberapa aspek, yaitu prospek usaha, kinerja (performance) debitor dan kemampuan membayar. Secara lebih terperinci, diuraikan pada tabel sebagai berikut : 
	PROSPEK USAHA

	KOMPONEN
	LANCAR
	DALAM PERHATIAN KHUSUS
	KURANG LANCAR
	DIRAGUKAN
	MACET

	Potensi pertumbuhan usaha
	· Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuh-an yang baik


	· Kegiatan usaha memiliki potensiper-tumbuhan yang terbatas

	· Kegiatan usaha berpotensi tumbuh sangat terbatas atau tidak tumbuh


	· Kegiatan usaha menurut
	· Kelangsungan sangat diragukan dan sulit pulih

· Kemungkinan besar terhenti

	Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan
	· Pasar stabil dan tak terpengaruh perekono-mian

· Persaingan terbatasi (posisi kuat di pasar)

· Kapasitas optimum
	· Posisi di pa-sar baik (tak banyak dipe-ngaruhi pereko-nomian)

· Pangsa sebanding pesaing

· Kapasitas hampir optimum
	· Pasar dipe-ngaruhi perekonomi-an

· Posisi di pa-sar cukup baik tapi ba-nyak pesa-ing (pulih jika punya strategi baru)

· Kapasitas tak optimum


	· Pasar sangat dipengaruhi perekonomian

· Persaingan sangat ketat dan operasional bermasalah serius

· Kapasitas tak mendukung operasional
	· Kehilangan pasar sejalan perekonomian yang menurut

· Operasional tak berkelanjutan

	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
	· Manajemen sangat baik

· Tenaga ker-ja memadai dan belum pernah ada perselisihan/pemogokan atau pernah ada tetapi ringan dan selesai baik
	· Manajemen baik

· Tenaga kerja umumnya memadai, pernah terjadi perselisihan/pemogokan yang selesai dengan baik namum bisa terulang
	· Manajemen cukup baik

· Tenaga kerja berlebihan dan ada perselisihan/pemogokan dengan dampak cukup material 
	· Manajemen kurang pengalaman

· Tenaga kerja berlebih cu-kup besar, dapat timbul keresahan dan ada per-selisihan/pe-mogokan yang berdam-pak cukup material


	· Manajemen sangat lemah

· Tenaga kerja berlebih berjumlah besar, timbulkan keresahan dan ada perselisihan/pemogokan yang berdampak material

	Dukungan dari grup atau afiliasi
	· Afiliasi/grup stabil dan mendukung
	· Afiliasi/grup stabil dan tak memberatkan
	· Afiliasi/grup mulai mem-beratkan
	· Afiliasi/grup berdampak memberatkan
	· Afiliasi sangat merugikan

	Upaya debitor memelihara lingkungan hidup (bagi debigor berskala besar yang berdampak penting terhadap lingkungan)
	· Pengelola-an lingkung-an hidup baik dan dampaknya minimum sesuai syarat mini-mum peraturan
	· Pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum ssesuai syarat minimum peraturan
	· Pengelolaan lingkungan hidup ku-rang baik dan belum sesuai sya-rat minimum peraturan dengan penyimpangan material
	· Belum mengelola lingkungan hidup atau ada upaya namun belum sesuai peraturan dengan penyimpangan material
	· Belum mengelola lingkungan hidup atau telah ada upaya namun belum sesuai peraturan dan mungkin dituntut di pengadilan

	KINERJA (PERFORMANCE DEBITOR)

	KOMPONEN
	LANCAR
	DALAM PERHATIAN KHUSUS
	KURANG LANCAR
	DIRAGUKAN
	MACET

	Perolehan laba
	· Laba tinggi dan stabil
	· Laba cukup baik tetapi berpotensi turun
	· Laba rendah
	· Laba sangat kecil/negatif

· Rugi operasional dibiayai penjualan aset
	· Rugi besar

· Tak mampu memenuhi seluruh ke-wajiban dan usaha tak dapat diper-tahankan

	Struktur permodalan
	· Permodal-an kuat
	· Permodalan cukup dan mampu tambah modal bila perlu


	· Rasio utang terhadap modal cukup tinggi
	· Rasio utang terhadap modal tinggi
	· Rasio utang terhadap modal sangat tinggi

	Arus Kas
	· Likuiditas dan modal kerja kuat

· Analisa arus kas menunjuk-kan bahwa debitor mampu membayar pokok dan bunga tan-pa sumber dana tambahan
	· Likuiditas dan modal kerja umumnya baik

· Analisis arus kas mampu membayar pokok dan bunga tapi ada indikasi masalah, bila tak diatasi akan mem-pengaruhi pembayaran
	· Likuiditas kurang dari modal kerja terbatas

· Analisis arus kas menunjuk-kan bahwa debitor ha-nya mampu membayar bunga dan sebagian pokok
	· Likuiditas sa-ngat rendah

· Analisis arus kas menun-jukkan keti-dakmampuan untuk mem-bayar pokok dan bunga

· Tambahan pinjaman untuk membayar kewajiban jatuh tempo
	· Kesulitan likuiditas

· Analisis arus kas tak mampu tutup biaya produksi

· Tambahan pinjaman untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo secara material

	Sensitifitas terhadap risiko pasar
	· Portofolio sensitif kurs valas dan bunga relatif sedi-kit atau di-hedging dengan baik
	· Beberapa portofolio sensitif kurs valas dan bunga tapi masih terkendali
	· Kegiatan usaha terpengaruh kurs valas dan bunga
	· Kegiatan usaha terancam kurs valas dan bunga 
	· Kegiatan usaha terancam fluktuasi kurs valas dan bunga

	KEMAMPUAN MEMBAYAR

	KOMPONEN
	LANCAR
	DALAM PERHATIAN KHUSUS
	KURANG LANCAR
	DIRAGUKAN
	MACET

	Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
	· Pembayaran tepat waktu, per-kembang-an reke-ning baik dan tak ada tung-gakan serta se-suai syarat kredit


	· Tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari

· Jarang mengalami cerukan
	· Tunggakan pokok/bu-nga di atas 90 hari s.d. 120 hari

· Cerukan berulang kali khusus-nya untuk menutupi rugi opera-sional dan arus kas
	· Tunggakan pokok/bunga di atas 120 s.d. 180 hari

· Cerukan permanen khususnya untuk menutupi rungi dan kekurangan arus kas
	· Tunggakan pokok/bunga lebih dari 180 hari

	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitor
	· Hubungan debitor-bank baik, debitor se-lalu mem-berikan in-formasi keuangan teratur dan akurat

· Ada laporan keuangan terkini dan hasil ana-lisis bank atas lapor-an/informasi keuang-an dari debitor
	· Hubungan debitor-bank cukup baik, debitor selalu memberikan informasi keuangan teratur dan masih akurat

· Ada laporan keuangan terkini dan hasil analisis bank atas laporan/infor-masi keuang-an dari debitor
	· Hubungan debitor-bank mem-buruk, dan informasi keuangan tak dapat dipercaya atau tak ada hasil analisis bank atas laporan/in-formasi keuangan dari debitor
	· Hubungan debitor dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tak tersedia atau tak dapat dipercaya
	· Hubungan debitor dan bank sangat buruk dna informasi keuangan tak tersedia atau tak dapat dipercaya

	Kelengkapan dokumen kredit
	· Dokumen-tasi kredit lengkap
	· Dokumentasi kredit lengkap
	· Dokumenta-si kredit kurang lengkap
	· Dokumentasi kredit tidak lengkap
	· Tak ada dokumentasi kredit

	Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
	· Tak ada pelanggar-an perjanji-an kredit
	· Pelanggaran perjanjian kredit yang tak prinsipil
	· Pelanggaran syarat pokok kredit yang cukup prinsipil
	· Pelanggaran prinsipil terhadap syarat pokok perjanjian
	· Pelanggaran sangat prinsipil terhadap syarat pokok perjanjian

	Kesesuaian penggunaan dana
	· Pengguna-an dana sesuai per-mohonan

· Jumlah dan jenis fasilitas sesuai kebutuhan

· Perpanjangan kredit sesuai analisis kebutuhan debitor
	· Penggunaan dana kurang sesuai permo-honan, namun jumlahnya tak material

· Jumlah dan fasilitas diberikan melebihi ke-butuhan, namun jum-lahnya tak material

· Perpanjangan kurang sesuai analisis kebutuhan
	· Penggunaan dana kurang sesuai per-mohonan dengan jum-lah cukup material

· Jumlah dan fasilitas melebihi kebutuhan dengan jum-lah cukup material

· Perpanjang-an tak sesuai anali-sis kebutuh-an (sembu-nyikan kesulitan keuangan)
	· Penggunaan dana kurang sesuai (jum-lah material)

· Jumlah dan fasilitas mele-bihi kebutuh-an, jumlahnya material

· Perpanjangan tak sesuai analisis kebutuhan (sembunyikan kesulitan keuangan), penyimpang-an cukup material)
	· Sebagian besar peng-gunaan dana tak sesuai permohonan

· Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuh-an dengan jumlah sang-at material

· Perpanjang-an kredit tan-pa analisis kebutuhan debitur

	Kewajaran sumber pembayaran
	· Sumber pembayar-an dapat diidentifika-si dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitor

· Sumber pembayar-an sesuai struktur/ jenis pinjaman

· Skema embayaran yang wajar (termasuk dalam pemberian grace period)

· Pendapat-an valas mencukupi pengemba-lian kredit valas
	· Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitor

· Sumber pembayaran kurang sesuai struktur/jenis pinjaman

· Skema pembayaran yang cukup wajar (terma-suk dalam pemberian grace period)

· Pendapatan valas kurang mencukupi pengembalian kredit valas
	· Sumber pembayaran tak sesuai kesepakatan

· Sumber pembayaran kurang se-suai struk-tur/jenis pin-jaman seca-ra cukup material

· Skema pembayaran yang kurang wajar dan grace period tak sesuai jenis kredit

· Pendapatan valas tak mencukupi pengembali-an kredit valas secara cukup material
	· Sumber pembayaran tak diketahui dan sumber yang disepa-kati tak mungkin

· Sumber pembayaran kurang sesuai struktur/jenis pinjaman se-cara material

· Skema pembayaran kurang wajar dan grace pe-riod tak sesu-ai jenis kredit (waktu cukup panjang)

· Pendapatan valas tak mencukupi pengembalian kredit valas, secara material
	· Tak ada sumber pembayaran yang mungkin

· Sumber pembayaran tak sesuai struktur/jenis pinjaman

· Skema pembayaran yang tak wajar dan ada pemberi-an grace period yang tak sesuai jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang

· Tak ada penerimaan valas untuk pengembali-an kredit valas


(2008 : 118-120)
2.1.5 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, yang salah satu bidang garapannya adalah koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi menurut bahasa diuraikan oleh Ratih Hurriyati, sebagai berikut :

“Koperasi berasal dari dua kata Latin cum dan operasi. Cum mempunyai arti ‘dengan’ sedangkan operasi berarti “bekerja”. Gabungan kedua kata tersebut menjadi ko-operasi yang dapat diartikan secara umum ‘bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk suatu tujuan tertentu”.

(2005 : 89)
Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa, koperasi merupakan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata mufakat maka suatu masalah dapat dipecahkan secara bersama.
Sedangkan ditinjau dari ilmu ekonomi, Ratih Hurriyati menguraikan bahwa :

“Koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut : organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela; maksudnya dengan kebebasan masuk dan keluar menurut peraturan yang ada, baik dari kalangan konsumen maupun produsen, perseorangan maupun kelompok, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengambil manfaat-manfaat yang diusahakan dengan kerja sama kekeluargaan, termasuk perolehan untung yang dalam perdagangan biasa akan jatuh ke pihak pedagang perantara”.

(2005 : 92)

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa, hasil yang diperoleh koperasi bukan untuk seseorang, tetapi untuk bersama-sama, sehingga setiap anggota dapat menikmati hasil usaha koperasi tersebut.
Menurut Undang-undang Nomor 25 ahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah : 

“Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, jelas bahwa yang paling pokok dan menjadi ciri khas koperasi adalah asas kekeluargaan, ssehingga akan tercipta pemerataan dan kebersamaan dalam berusaha baik secara perorangan maupun badan hukum.

Gerakan koperasi merupakan implementasi dari paal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan menurut Rully Indrawan dan Tati Suhartati Joesron  tentang koperasi dijelaskan bahwa :

“Koperasi selayaknya badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankan usaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada. Proses rasional akhirnya bermuara pada penciptaan keuntungan (profit) dapat dijalankan selama usaha tersebut memperhatikan dua hal pokok, yakni :

· Usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh mungkin mengandung unsur pemberdayaan (empawering) bagi usaha anggota.

· Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang diberikan anggota pada usaha koperasi”.

(2005 : 8)
Pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa, menekankan bahwa sebagai lembaga usaha, koperasi diperbolehkan bergerak dalam usahanya asalkan usaha tersebut tidak menyelahi aturan yang berlaku.

Sebagai lembaga usaha, pencapaian tujuan koperasi pada akhirnya akan menitikberatkan pada pencapaian keuntungan (profit). Namun demikian dalam mencapai keuntungan tersebut, koperasi tidak boleh keluar dari dua hal yang menjadi pokok dalam koperasi, yaitu : pemberdayaan anggota dan pembagian keuntungan sesuai dengan jasa yang diberikan terhadap koperasi.

Dengan semakin berkembangnya sistem perekonomian syariah, maka terdapat beberapa koperasi yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem syariah. Koperasi syariah memberikan pinjaman kepada anggota sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. 
2.1.6 Laporan Keuangan Koperasi

Sebagai lembaga keuangan, koperasi wajib membuat laporan keuangan. Menurut Siti Mirhani mengenai  laporan  keuangan koperasi yaitu sebagai berikut : 

“Proses penyusunan laporan keuangan koperasi dimulai dari proses akuntansi yang meliputi : pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, analisis data keuangan dari koperasi yang bersangkutan”.

Secara lengkap, proses akuntansi keuangan koperasi digambarkan oleh Siti Mirhani sebagaimana pada bagan berikut itu : 
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2.1.7 Pengaruh pemahaman pinjaman sistem syariah terhadap kelancaran pengembalian pinjaman.
Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pinjaman sistem syariah mengenai sistem bagi hasil sangat belum dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan dibawah. Pemahaman pinjaman sistem syariah akan diterangkan apabila masyarakat akan meminjam di koperasi tersebut hingga pengerti. 
Pemahaman pinjaman sistem syariah dibagi berbagai macam kriteria : tahap pengajuan, pembagian kompensasi/bagi hasil, tahap penilaian, tahap pembiayaan. 

Dari tugas yang dilakukan oleh koperasi rencana kerja tersebut akan menghasilkan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman.  Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menyatakan bahwa:
“Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman, perlu diikuti dengan istilah bagi hasil guna mewujudkan tercapainya kelancaran pengembalian. tindakan pemahaman  perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah tahap pengajuan.” 



      

(2008:358)

Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemahaman perlu diikuti dengan istilah bagi hasil  yaitu dengan cara menerapkan langkah kelancaran dalam meningkatkan pengembalian guna mencapai sasaran tahap pengajuan. 

Hasil dari pemahaman yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darul Ma’arif Kabupaten Bandung atas pengembalian pinjaman akan mempermudah langkah sebelumnya.
2.2    Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, yang salah satu bidang garapannya adalah koperasi simpan pinjam. Pelaksanaan sistem pinjaman ada 2 macam yaitu sistem konvensional (sistem bunga) dan sistem syariah (bagi hasil). Sistem kovensional terdapat di bank-bank umum sedangkan sistem syariah terdapat di bank dan lembaga keuangan lainnya. 
Pemahaman pinjaman, menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2005, sebagaimana dikemukakan oleh Alam S. adalah : 

“Pemahaman pinjaman yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

(2006 : 178)
Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, dapat dijelaskan bahwa pinjaman dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, pinjaman adalah :

“Pemahaman Pinjaman adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) maupun pinjaman nontunai (non-cash loan). Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya”.

(2008 : 113)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan lain kepada nasabahnya. Hal itulah yang membedakan antara bank konvensional (sistem bunga) dengan bank syariah (sistem bagi hasil). Dalam prinsip syariah, tidak dikenal istilah pinjaman. Penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan syariah disebut pembiayaan. 
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2005 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pinjaman dijelaskan sebagai berikut :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemberian kredit biasanya menetapkan bunga dengan tingkat tertentu pada saat peminjam mengembalikan kreditnya. Hal inilah yang membedakan dengan sistem syariah. 
Pengertian sistem syariah menurut Alam S. adalah : 

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai syariah”. 

(2004 : 178)
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan  bahwa: perjanjian menurut hukum islam tidak sesuai dengan bank atau pihak lain menyimpan dana dan membiayai kegiatan usaha sesuai dengan syariah.
Pengertian Pengajuan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:
Pengajuan adalah salah satu cara untuk mengetahui segala hal dalam melakukan suatu masalah. 

(2008 : 206)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pengajuan yaitu syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak-pihak pelaksana. Biasanya untuk melakukan tahap pengajuan pinjaman
Pengertian Penilaian menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:

Penilaian adalah evaluasi demi tercapainya keberhasilan yang telah ditargetkan dengan aturan yang telah ditetapkan.

(2008 : 206)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, penilaian evaluasi terhadap segala sesuatu demi tercapai suatu tujuan.
Pengertian Pembiayaan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:

Pembiayaan yaitu pendanaan yang harus dikeluarkan, dimana telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yang membiayai dan yang dibiayai. 

(2008 : 207)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pembiayaan harus sesuai kesepakatan bersama dalam melakukan pengeluaran. Pembiayaan di koperasi harus ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman.
Kelancaran menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menyatakan bahwa:

Kelancaran adalah kemacetan dalam suatu proses kejadian, kemudian akhirnya akan tercapai suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan.

(2008 : 215)
Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, kelancaran merupakan proses kemacetan yang akhirnya akan tercapai suatu keberhasilan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Pengembalian menurut kamus Indonesia – Inggris, Jhon M. Echols dan Hassan shadily menyatakan bahwa:

Pengembalian yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi peminjam.

(2009 : 356)
Dari pengertian tersebut penulis memyatakan bahwa, pengembalian suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi peminjam atau seseorang yang telah melakukan transaksi simpan pinjam sesuai dengan aturan yang telah disepakati. 

Dari pengertian kedua diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pengembalian pinjaman adalah tidak ada kemacetan atau penunggakan dalam pengembalian pembayaran utang piutang. 
Dalam penelitian ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran sebagai berikut :











Gambar 1.1

Kerangka Penelitian
2.3 HIPOTESIS

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti  melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris, maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah : “Pemahaman Pinjaman Sistem Syariah berpengaruh terhadap Kelancaran Pengembalian Pinjaman”.
Koperasi Pondok Pesantren Darul Ma’arif
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Anggota Koperasi Pondok Pesantren Darul Ma’arif





Pelaksanaan Sistem Pinjaman di Koperasi 





Pelaksanaan Pengembalian Pinjaman Sistem Syariah 





Tingkat Pengembalian Pinjaman Sistem Syariah 





Hipotesis :


“Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman pinjaman sistem syariah dengan kelancaran pengembalian pinjaman di Koperasi Pondok Pesantren Darul Ma’arif”





Judul :


Pengaruh Pemahaman Pinjaman Sistem Syariah  Terhadap Kelancaran Pengembalian Pinjaman di Koperasi Pondok Pesantren Darul Ma’arif Bandung
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